1

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, BERKAITAN  DENGAN TANAH ADAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Erfan Iswahyudi1
1Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

Erfan_iswahyudi@yahoo.co.id
ABSTRACT
Background contained in this thesis is that land has a very important position in customary law, because it is the only thing that even wealth will however remain in its original state, sometimes even become more profitable, in terms of the land is not necessarily economically will disappear. The fact that land is a place where families and communities, providing livelihood, a place where the people who died were buried. In the common law, the legal community as an integral part of the occupied land, there is a close relationship once the relationship is rooted in the view that the religio-magical, causing people to obtain legal right to control the land, utilizing the land, collect the result of growing -plants that live on land, it also hunt the animals that live there. Community rights law upon this land called seignorial rights or customary rights that existed before the making of a law governing the land of the Law. 5 of 1960 on Basic Agrarian.

Implementation issues raised are the Basic Agrarian Law Against Land Registry We recognize two kinds of land transactions, the first which is a unilateral act, and the second is a legal act which is essentially a two-party transfer of land rights are accompanied by payment of the other party the land law is referred to as a sale transaction. This customary land transactions especially in Kalimantan called jada sell the cash payment and delivery with no requirement for ever and ever. This transaction, so that a legal act, then the transaction must be done with the help of the head of the fellowship and considered valid, it means the right to receive legal protection, to help the alliance chief witness typically earn money.

According to the authors conclusion is that if the transaction is carried out without the knowledge of the head of the alliance, the transaction is not recognized by customary law and therefore the third party is not bound by it and by the recipient common ground is not recognized their rights to the land in question, this act is considered misconduct and should be bright Local governments in particular Samarinda National Land Agency to disseminate-socialization to all levels of society both society at large and in particular indigenous peoples understand how to register the land.
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I. PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum  adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski bagaimanapun akan tetap dalam  keadan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis tentu tanah tersebut tidak akan lenyap. Suatu kenyatan bahwa tanah merupakan sutu tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan. Didalam hukum adat, maka masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis.
Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini, menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat yang sudah ada sebelum di buatnya sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang tanah Yakni UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.

Jika persyaratan-persyaratan tersebut belum dipenuhi maka penandatanganan terhadap akta jual beli hak atas tanah belum bisa dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan juga akan menolak untuk membuatkan akta jual belinya sebagai akibat belum terpenuhinya semua syarat tentang pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Kondisi Riil seperti ini tentunya sangat tidak menguntungkan atau bahkan bisa merugikan terhadap para pihak yang melakukan jual beli hak atas tanah. Karena dengan keadaan tersebut pihak penjual di satu sisi harus menunda dulu penjualan tanahnya, agar semua persyaratan tersebut dapat terpenuhi, yang dengan sendirinya juga tertunda keinginannya untuk mendapatkan uang dari penjualan hak atas tanahnya tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku terhadap pihak pembeli, dengan keadaan tersebut pihak pembeli juga tertunda keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dibelinya. Untuk mengatasi hal tersebut, dan guna kelancaran tertib administrasi pertanahan maka ditemukan suatu terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktek yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PJB), meskipun isinya sudah mengatur tentang jual beli tanah namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli sebenarnya diatur Dalam perundang-undangan yang dinamakan akta perjanjian pengikatan jual beli. 

Walaupun demikian pengikat jual beli tanah tersebut telah sering dipakai, namun perjanjian pengikatan jual beli, sebelumnya tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah, sehingga kedudukan serta  kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli terkadang masih dipertanyakan dalam  pelaksanaan jual beli hak atas tanah.
Namun dalam perkembangannya berdasarkan kondisi riil di daerah saat ini, banyak ditemukan berbagai masalah yang berkaitan  dengan jual beli tanah. Ketika terjadi permasalahan di daerah yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam, yang berkaitan dengan  kegiatan-kegiatan Penambangan  Batu Bara di wilayah tersebut sehingga dimungkinkan timbulnya pihak-pihak yang ingin menguasai Tanah Adat dimaksud.
Selanjutnya berkaitan dengan  adanya  sengketa atas tanah biasanya diawali dengan terjadi suatu transaksi tanah baik dengan  cara jual beli, sewa menyewa, sehingga salah satu pihak, secara pribadi maupun  kelompok termasuk keluarga  adat  yang  merasa mengelola tanah tersebut, dapat memiliki sebagai mana telah diatur menurut hukum yang berlaku, baik tata cara maupun persyaratannya  untuk pelaksanaa transaksi tanah disamarinda. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada peraturan yang mengatur sebagai dasar hukum  tentang Transaksi Tanah Adat karena dibuat oleh Pemerintah tentunya agar tidak terjadi sengketadi kemudian hari.

II. PERMASALAHAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di fokuskan pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yaitu hubungan pelaksanaan Badan Pertanahan Kota Samarinda dengan pendaftaran tanah.  Sehingga penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Berkaitan dengan Tanah Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. ”. dan “Upaya apa sajakah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam  melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan Tanah Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara “.
III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur dilakukan secara Wawancara yaitu oleh Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov.Kaltim.  Pengumpulan data dengan cara Library Research dan Field Work Research
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Berkaitan dengan Tanah Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara
Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Pendaftaran Tanah


Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.


Hubungan yang bersifat abadi dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air dan dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Kesempatan kepada warga yang pertama-tama yang membuka tanah serta mengerjakan tanah tertentu itu, untuk lebih dahulu (artinya mendahului yang lain-lain) kembali menggarap tanah-tanah yang dimaksud, apabila berhubungan dengan sesuatu hal tanah itu dia tinggalkan untuk suatu masa tertentu. Tanah-tanah yang ada hak wewenang pilih demikian ini di Kalimantan disebut burukan.

Kita mengenal 2 (dua) macam transaksi tanah, yaitu pertama yang merupakan perbuatan hukum sepihak, dan yang kedua merupakan perbuatan hukum dua pihak  yang intinya adalah pengoperan hak atas tanah yang disertai dengan pembayaran dari pihak lain yang dalam hukum pertanahan ini disebut sebagai transaksi jual.

Adapun transaksi jual beli tanah adat ini khususnya di Kalimantan disebut menjual jada yaitu penyerahan dengan pembayaran tunai dan tanpa syarat untuk seterusnya dan selamanya.

Transaksi ini, supaya merupakan perbuatan hukum, maka transaksi ini wajib dilakukan dengan bantuan kepala persekutuan dan dianggap sah, artinya berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk bantuan ini kepala persekutuan lazimnya mendapatkan uang saksi.

Apabila terjadi transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Persekutuan setempat maka transaksi tersebut tidak diakui oleh Hukum Adat setempat, maka pihak ketiga tidak terikat umum si penerima tanah karena tidak diakui haknya atas tanah yang bersangkutan, sebagai perbuatan yang dianggap perbuatan tidak terang.

Pada umumnya transaksi-transaksi ini dibuatkan suatu akta yang ditandatangani oleh yang menyerahkan serta dibubuhi pula tanda tangan kepala persekutuan dan saksi-saksi yang menjadikan akta ini adalah suatu bukti syah sebagai tanda penyerahan hak atas tanah atau terjadinya transaksi tanah adat.

Adapun demikian yang menjadi sebab seorang pemilik tanah melakukan transaksi itu adalah kebutuhan akan uang. Apabila tidak mendapatkan pinjaman uang, maka dilakukannya transaksi tanah.

Pada waktu sipenjual dihadapkan kepala adat menerangkan bahwa ia mengakui menyerahkan tanahnya serta telah menerima uangnya, maka transaksi telah ditutup dan mulai saat itu si pembeli mendapat hak tanah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan adanya penyerahan tanah tersebut yang  dalam kenyataanya dapat juga ditunda dalam beberapa waktu lamanya, terdapat hak si penerima tas tanah itu mulai berlaku saat persetujuan terjadi.

Pelaksanaan tentang trasaksi tanah adat dalam implementasinya di Badan Pertanahan Nasional Kota Kutai Kartanegara adalah melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria dengan wewenang sebagai berikut :

1 mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

2 menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

3 menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.


Adapun tabel perbandingan pendaftar tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :
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Jumlah Pendaftar Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara pertahun 
2009 s/d 2012
Sumber Badan Pertahanan Nasional Samarinda

Dari jumlah pendaftar tanah adat di Kutai Kartanegara berdasarkan tabel perbandingan diatas, maka ditahun 2011 lah yang paling banyak melakukan transaksi pendaftaran tanah, tahun-tahunnya sangat sedikt, karena harga tanah masih tidakstabil

Adapun wawancara saya dengan Seksi Pendaftaran, Peralihan Hak dan PPAT tertanggal 03 Mei 2013 dalam hal ini Ibu Ninik Puji Astuti,SH memberikan penjelasan bahwa pendaftaran tanah di Kutai Kartanegara dikarena banyak dari warga pedalaman yang kurang dalam pengetahuan tentang pendaftaran tanah maka terkadang masyarakat itu jarang atau  tidak  tau akan haknya untuk mendaftarkan tanahnya.

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan peraturan pemerintah tersebut tetapi di kutai kartanegara kurang menjalankan  pendaftaran tanah tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman  atau sosialisasi kepada masyarakat, maka sering terjadi masyarakat pedalaman tersebut tidak mendaftarkan  tanahnya. Dikarenakan pula tidak terisinya Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran yang selaku pejabat atau mempunyai wewenang dalam pemberian sosialisasi Hak Pendaftaran Tanah, yang Melalui Badan Pertanahan Nasional Sesuai Struktur Organisasi Terlampir.

Kemudian adanya wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Atas dasar hak menguasai dari Negara adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud Undang-Undang Pokok Agraria adalah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan wewenang kepada Negara, sebagai sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkatan yang tertinggi, yaitu :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan.

b. Mengatur dan menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas air, bumi dan angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum.

Hak ulayat atau hak turun temurun masih diakui adanya, namun demikian hak tersebut tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha, bila pemberian hak itu di daerah sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidak dibenarkan jika suatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayat menolak begitu saja dibukannya hutan secara besar-besaran dan tertur untuk melaksanakan proyek yang besar dalam rangka pelaksanan rencana menambah hasil bahan makanan, pemindahan penduduk dan lain-lainnya. Karena kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas.

Dilihat dari perkembanganperundang-undangan pertanahan, dapat kita ketahui bahwa dalam perkembangannya telah terjadi tiga kali perubahan kewenangan penanganan dibidang pertanahan yaitu :

Pertama 
:  menjadi kewenangan menteri Agraria 

Kedua 
:  menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri

Ketiga 
:  kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Kalau kita teliti lebih dalam, peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan sesuai masa berlakunya maka, akan kita ketemukan beberapa peraturan yang tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini. Misalnya peraturan yang menetapkan luas tanah maksimum dapat dimiliki demikian pula peraturan yang mengatur tentang pembebasan tanah poerlu ditinjau dan disempurnakan.

B. Upaya Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam  melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan Tanah Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara 
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatau dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama dan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial serta untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Unadang Pokok Agraria dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.

Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

2. Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.

3. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
V. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari berbagai uraian diatas mulai dari Bab pertama yang berisi tentang alasan pemilihan judul sampai dengan pembahasan maka, penulis memberikan kesimpulan bahwa : 

1. Sebenarnya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan Tanah Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sudah dilaksanakan, akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat adat di Kutai Kartanegara yang dikarenakan kurangnya sosialisasi akan bagaimanakah pendaftaran tanah tersebut, maka pendaftar tanah cenderung berkurang. Seperti hasil penelitian saya jumlah persentase pendaftar tanah di tahun 2009 sekitar 5 % (persen), di tahun 2010 sekitar 10 % (persen), di tahun 2011 sekitar 7,5 % (persen) dan kembali lagi ditahun 2012 seperti ditahun 2010 yaitu 10 % (persen). Sehingga Peraturan pemerintah tersebut kurang berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan sosialisasi terhadap Peraturan pemerintah tersebut.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional antara lain, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah yang dimiliki terdaftar dan jelas keberadaannya dimata Hukum, dan kemudian perlunya sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah agar lebih mengetahui tentang prosedur pendaftaran tanah tersebut

B. SARAN

Berbagai pembahasan diatas maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna untuk semua pihak baik kepada pemerintah maupun pihak–pihak yang terkait dalam pelaksanaan transaksi tanah dan secara khusus saran ini adalah untuk transaksi tanah adat, saran-saran tersebut antara lain adalah :

1. 
Sebaiknya pemerintah daerah Kota Samarinda khususnya Badan Pertanahan Nasional melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya agar mereka faham cara mendaftarkan tanah.

2. 
Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Samarinda Khususnya Badan Pertanahan Nasional bisa mengawasi terhadap banyaknya masalah Tanah Adat.

3. 
Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih menerapkan Pelaksanaan undang-undang dengan benar, supaya masalah-masalah tentang tanah adat bisa selesai dengan baik
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